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PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Brk

A\ 2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Marjun Manggopa bin Djuma Manggopa, tempat dan tanggal lahir Paku, 08
Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,
tempat kediaman di Dusun |lll, Desa lyok, Kecamatan
Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,

disebut Pemohon I.

Yulpa Massi binti Iskandar Massi, tempat dan tanggal lahir lyok, 18 Agustus
1982, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di Dusun |Ill, Desa Iyok, Kecamatan
Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,
disebut Pemohon 1.

Selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il disebut sebagai

para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
25 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko
pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor
202/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il hendak menikahkan anak Pemohon |

dan Pemohon Il yang beridentitas:

Nama : Amelia Manggopa binti Marjun Manggopa

TTL : lyok, 09 Februari 2009

Umur : 13 tahun11 bulan

Pendidikan  : Sekolah Dasar

Agama : Islam

Pekerjaan : BelumBekerja

Alamat : Dusun I, Desa Keimanga, Kec. Bolangitang Barat, Kab.

Bolaang Mongondow Utara;

Dengan calon suaminya:

Nama : Satrio Kapiso bin Depri Kapiso

TTL : Bolaang Mongondow Utara, 13 April 2003

NIK : 7108041304030002

Umur : 19 tahun 6 bulan

Pendidikan  : Sekolah Menengah Pertama

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat :Dusun Il, Desa Keimanga, Kec. Bolangitang Barat, Kab.

Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak dari Pemohon |
dan Pemohon Il belum mencapai umur 1 19 tahun, namun pernikahan

tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon | dan Pemohon Il bermaksud segera
menikahkan anak dari Pemohon | dan Pemohon Il dengan calon

suaminya, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 10
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September 2022 sampai sekarang dan keduanya telah pernah

melakukan pelanggaran;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, keluarga Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana
pernikahan anak dari Pemohon | dan Pemohon I, akan tetapi pihak
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan
pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon | belum mencapai

batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon | dan Pemohon Il dengan calon suaminya
tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan

dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak dari Pemohon | dan Pemohon Il telah akil baligh dan sudah
siap untuk menjadi isteri dan begitu pula calon suaminya sudah akil baligh
dan siap menjadi seorang kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon | dan Pemohon Il telah bermusyawarah dan
merestui hubungan antara anak dari Pemohon | dan Pemohon Il dengan
calon suaminya, serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas

berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon | dan pemohon Il bersedia membayar biaya perkara
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan seluruhpermohonan Para Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama
Amelia Manggopa binti Marjun Manggopa untuk melangsungkan
perkawinan dengan seorang laki-laki anak bernama Satrio Kapiso bin

Depri Kapiso;
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3.  Membebankan biaya perkara menurut hukum;
ATAU
Apabila Majlis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak
yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami dan orangtua

calon suami tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:
a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia

perkawinan yaitu 19 Tahun;

Bahwa atas penasehatan hakim tersebut, para Pemohon dan kedua
orangtua calon suami menyatakan akan mendiskusikan kembali rencana
pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya secara kekeluargaan dan

meminta persidangan untuk di tunda;

Bahwa hakim telah menunda persidangan untuk memberikan
kesempatan kepada para Pemohon dan orangtua calon suami agar
mendiskusikan kembali rencana pernikahan kedua anak tersebut, namun pada
persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir dan tidak juga
mengirimkan wakilnya yang sah meskipun para Pemohon telah diperintahkan

untuk hadir kembali pada persidangan selanjutnya yang telah ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal
ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para

Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal
sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan

Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang masih
di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa
dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal juga
melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon yang
menyatakan bahwa anaknya beragama Islam sedangkan pokok perkara yang
diajukan oleh Para Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam
bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (3)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya
jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,
perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, untuk
mengadili perkara a quo, karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka

permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon yang merupakan orang tua
dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin bertempat kediaman di
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Boroko, untuk itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 8
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman
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Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan

kewenangan relative Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan
dispensasi kawin, oleh karenanya Para Pemohon memiliki legal standing dalam
perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 5

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan
patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para
Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, serta ayah kandung calon suami
perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon
suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan
ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat
berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam
rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa atas penasehatan Hakim tersebut, para Pemohon
dan kedua orangtua calon suami menyatakan akan mendiskusikan kembali
rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan mohon
diberikan waktu pada persidangan selanjutnya, namun pada persidangan
selanjutnya yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir dan tidak pula

mengirimkan wakilnya secara sabh;
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Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir melanjutkan
pemeriksaan perkaranya, maka hakim menyatakan permohonan para Pemohon

tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan
kepada Para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50
tahun 20009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet

ontvankelijke verklaard);

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Royana Latif,
S.H.l,, M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H.
sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya para Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H. Royana Latif, S.H.l., M.H.
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Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK :Rp 75.000,00
- Panggilan ‘Rp 160.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00

Redaksi 'Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah ‘Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).
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